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Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang 

bertujuan untuk menganalisis  dan menggambarkan tingkat kepatuhan wajib 

pajak badan setelah diimplementasikannya kebijakan Reinventing 

(Reinventing Policy). Variabel yang diteliti adalah tingkat kepatuhan wajib 

pajak badan dan tingkat implementasi Reinventing Policy. Penelitian 

dilakukan pada wajib pajak Badan di kantor KPP Pratama kota Padang. 

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer  yang dikumpulkan 

dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada responden. Metode 

analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, yaitu mengevaluasi tingkat 

capaian jawaban responden yang mencerminkan tingkat kepatuhan wajib 

pajak dan implementasi Reinventing Policy dan analisis regresi linear untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Reinventing Policy terhadap 

variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan. 

Hasil penelitian statistik deskriptif menunjukkan variabel Reinventing 

Policy memiliki tingkat capaian jawaban responden sebesar 3,78 yang artinya 

implementasi Reinventing Policy sudah cukup baik. Hal ini diikuti oleh tingkat 

kepatuhan wajib pajak badan yang juga cukup baik yang ditunjukkan oleh 

tingkat capaian jawaban responden sebesar 3,94. Hasil analisis regresi linear 

menunjukkan Reinventing Policy berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak badan dengan signifikansi 0,022<0,05.  
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I.PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Penelitian 

Tahun 2015 Direktorat Jendral Pajak mengeluarkankebijakan baru dalam 

bidang perpajakanyaitu, program Tahun Pembinaan Wajib  Pajak  (TPWP)  2015.  

Tujuan diluncurkannya kebijakan  ini   adalah untuk memberikan  

pembinaankepadaWajibPajakyangterlambatmenyampaikan 

SuratPemberitahuan(SPT)atau pembetulanSuratPemberitahuan(SPT)dan 

keterlambatan pembayaran atau  penyetoran pajak. Dalam kebijakan Tahun 

PembinaanWajibPajak2015ini, wajib pajak diberikanfasilitaspenguranganatau 

penghapusansanksiadministrasi baik untukWajib PajakOrangPribadiataupun 

Badan.   

Program yang sama sudah diluncurkan pemerintah tahun 2008 yang 

dikenal dengan Sunset Policy. Namun Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 

2015 memiliki kelebihan dibandingkan dengan Sunset Policytahun 2008, seperti 

insentif diberikan kepadaseluruhjenispajak.Penelitianini akanmengkajilebih 

jauhbagaimana dampakkebijakanTahunPembinaanWajibPajak 

2015yangmeliputipersepsi WajibPajak terhadapprogramTahunPembinaanWajib 

Pajak,pengetahuan tentang kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak, dan  

pelayanan program TahunPembinaanWajibPajak 

terhadapkepatuhanWajibPajakdengan kesadaran membayar pajak  sebagai 

variabel intervening. Objekpenelitian 

adalahWajibPajakBadanyangterdaftardiKPPPratama Padang. 

Pihak-pihak yang  akan dibina oleh  Direktorat Jenderal Pajak  adalah 

kelompok orang  pribadi atau badan yang  belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, 

kelompok Wajib Pajak terdaftar namun belum  pernah menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT), serta 

kelompokWajibPajakterdaftaryangtelahmenyampaikanSurat 

Pemberitahuan(SPT),namunbelumsesuaidengankondisiyang sebenarnya. 

Sehingga, kebijakan  inidiharapkan dapatmenjadi  kontroldalammengukur 

penerimaannegaramelaluivariableketaatanWajibPajak,baik OrangPribadi 



maupunBadan,denganrincianpenerimaanatas berbagaijenispajakbaikitu 

OrangPribadimaupunBadan 

Melalui Reinventing Policyinidiharapkanpemerin tah  

dapatmenggenjotpenerimaanmelalui sektornonmigas,penunggakpajakdi 

luarnegeri,PPnBMselainpenerimaan 

utamanegaramelaluiPPNmaupunPajakPenghasilanPasal21,22,23,24,25,serta 

beberapa sektor potensial penerimaan lainnya yang belum tergali 

melaluiekstensifikasipotensipenerimaanpajak. Implementasi Reinventing Policy 

juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (Tax Compliance)wajib pajak. 

TaxComplianceataukepatuhan pajakdiartikan sebagaikondisiidealwajibpajak 

yangmemenuhi peraturanperpajakansertamelaporkanpenghasilannya 

secaraakuratdanjujur. Artinya disini wajib pajak diharapkan 

melaksanakanhakperpajakannyadalam bentukformal dan  kepatuhan  material. 

Konsep  kepatuhan perpajakandi atas  sesuai dengan  pendapat Yoingco(1997) 

yaitu tingkatkepatuhan perpajakansukarelamemilikitigaaspekyaitu aspekformal, 

material(honestly),danpelaporan(reporting). 

Tanggal 30 April tahun 2015, 

MenteriKeuanganmenerbitkanPeraturanMenteri 

KeuanganNomor91/PMK.03/2015tentang Penguranganatau 

PenghapusanSanksiAdministrasiatas Keterlambatan 

PenyampaianSuratPemberitahuan,PembetulanSurat Pemberitahuan,dan 

KeterlambatanPembayaranatauPenyetoranPajak,atau seringdisebutdengan 

istilahreinventingpolicy,aturaninimengacupadaPasal36 ayat(1)hurufa Undang-

UndangNomor6Tahun1983tentangKetentuanUmumdanTataCaraPerpajakansebag

aimanatelahbeberapakali diubahterakhirdengan Undang-UndangNomor16 

Tahun2009(UUKUP),yangmenyatakanbahwa 

DirekturJenderalPajakdiberikankewenanganuntuk mengurangkanatau 

menghapuskan  sanksiadministrasiberupabunga,denda,dankenaikanyang 

terutangsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangandi bidang 

perpajakan dalam hal  sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib 



Pajakataubukankarenakesalahannya.Tujuandarikebijakanini adalahuntuk 

mencapaitargetpenerimaanpajakditahun2015(RisaHarmenita,2016). 

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak sudah banyak diteliti oleh 

peneliti sebelumnya. Hasil penelitian menemukan 

programSunsetPolicytidakberpengaruhsecara signifikan terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak (Mira  Novana Ardiani. 2010); SunsetPolicy tidakmempengaruhi 

PenerimaanPajak Penghasilan Wajib PajakOrangPribadi danBadan (AlfinIndrasto 

Palgunadi(2010); fasilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajibpajakbadan (Siahaan, 2005;  Bradley, 2005).  

Penelitian yang dilakukan saat ini lebih berfokus pada wajib pajak badan 

yang ada di KPP Pratama Padang.BagaimanaTaxCompliance 

(kepatuhan)WajibPajakBadansebelum dan setelahditerapkannya reinventing  

policy tahun 2015di Kantor   Pelayanan  Pajak Pratama  Padang? Apakah program 

reinventing  policym a m p u  m e n i n g k a t k a n  T a x  C o m p l i a n c e ?  

2. TujuandanManfaatPenelitian 

 Tujuan penelitian adalah untuk 

mengungkapkepatuhanWajibPajakBadansebelum dan sesudah diterapkannya  

reinventingpolicytahun2014. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagipeneliti,diharapkandapat memberikantambahanpengetahuan 

khususnya dalam bidang perpajakan tentang kepatuhan Wajib  Pajak 

Badan denganditerapkannyareinventingpolicy. 

b. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

khususnyauntuk entitasKantorPelayananPajak Pratama 

Padangdanumumnya untukDirektorat Jenderal Pajak, serta  diharapkan 

dapat menjadidasarpertimbangan dalammengevaluasi  

penerapanreinventing policyterhadapkepatuhan  Wajib  Pajak   Badan  di 

Kantor  Pelayanan PajakPratama Padang. 



c. Bagipihaklain,diharapkandapatmemberikansumbangan refensi  dan 

informasitambahan serta dapat   memberikan  

solusidalampermasalahanyang terjadiataspenerapan   reinventing   

policydankepatuhan Wajib Pajak badan. 

 

II. LANDASAN TEORI dan KERANGKA BERPIKIR 

1. ReinventingPolicy 

Berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan Nomor91/PMK.03/2015, 

reinventing policymerupakan penguranganatau 

penghapusansanksiadministrasiperpajakanatas keterlambatan 

penyampaianSPT,pembetulanSPT, dan keterlambatan penyetoran 

danpembayaranpajak(MonicadanEndang,2011). 

DirekturJenderalPajakatas permohonanWajibPajakdapat mengurangkan 

atau  menghapuskan sanksi administrasi dalam  hal sanksi administrasi  

tersebut dikenakan  karena kekhilafanWajib 

Pajakataubukankarenakesalahannya. 

Sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan 

WajibPajakataubukankarenakesalahannyaterbatasatas: 

a. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 

Tahun Pajak  2014 dansebelumnya dan/atau SPT Masa 

untukMasaPajakDesember2014dansebelumnya; 

b. Keterlambatan pembayaranatau penyetoran atas kekurangan pembayaran  

pajak yang terutang berdasarkanSPT Tahunan 

PajakPenghasilanuntukTahunPajak2014dansebelumnya; 

c. Keterlambatanpembayaranataupenyetoranpajakyangterutang 

untuksuatusaatatauMasaPajaksebagaimanatercantumdalam 

SPTMasauntukMasaPajakDesember2014dansebelumnya;dan/atau 

d. PembetulanyangdilakukanolehWajibPajakdengankemauansendiriatasSPTT

ahunanPajakPenghasilanuntukTahunPajak2014dan 



sebelumnyadan/atauSPT MasauntukMasaPajak Desember 2014 dan 

sebelumnya   yang mengakibatkan utang 

pajakmenjadilebihbesar,yangdilakukanpadatahun2015. 

 

 

2. WajibPajak 

BerdasarkanUndang-UndangNomor28 Tahun2007Pasal1 disebutkan  

bahwa  ”Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau badan, meliputi  pembayar  

pajak, pemotong pajak, danpemungut pajak, yang mempunyaihak 

dankewajiban perpajakansesuaidenganketentuan peraturanperundang-

undanganperpajakan”. 

3. Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1Ayat 1  

disebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negarayangterutangolehorang pribadiataubadanyangbersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan  tidakmendapatkan 

imbalansecaralangsungdan digunakanuntukkeperluannegarabagi sebesar-

besarnyakemakmuranrakyat”.Sesungguhnya pajak 

adalahkontribusirakyatkepadanegara. Dalam hal untuk menarik konribusi 

tersebut negara dalampemungutannya dapatbersifatmemaksadan 

digunakanuntukkeperluannegara. Namun  Atas dasar adanya kontribusi 

tersebut negara akan memberikan fasilitas pelayanan pada masyarakat. 

Fungsi pajak ada 2,yaitufungsibudgetairdanfungsi regulerend(Rahayu, 

2010:26). Fungsi pajak  sebagai fungsi budgetair,pajaksebagaisalahsatu 

sumberutamapenerimaannegara yang digunakan untuk membiayai keperluan 

negara. Sedangkan, fungsipajaksebagaifungsiregulerend,pajak digunakanuntuk 

mengontrol perekonomian suatu  negara. 

4. Fiskusatau AparaturPajak 



Pejabatpajakyangmemilikiwewenang,kewajiban,dan larangan 

dalamrangkapelaksanaanperundang-undangan perpajakan.Pejabat 

pajakyangdimaksudantaralainDirjenPajak,DirjenBeadan Cukai, 

gubernur,bupati/walikota,ataupejabatyang ditunjukuntuk 

melaksanakanperaturanperpajakan(Ali,1993:31). 

5. SuratPemberitahuan 

Menurut Undang-Undang Nomor 28  Tahun 2007 Perubahan Ketiga  atas  

Undang-Undang    Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan Umum danTata 

Cara  Perpajakan, Surat Pemberitahuan adalahsuratyangoleh 

WajibPajakdigunakanuntukmelaporkan perhitungan ataupembayaran pajak, 

objekpajak ataubukan objek pajak,harta, dan 

kewajibansesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan   perpajakan. 

Surat Pemberitahuan, khususnya Surat  Pemberitahuan Tahunan, tidakhanya 

berfungsi melaporkan perhitungan dan  pembayaran Wajib Pajak, tetapi Surat 

Pemberitahuan Tahunan juga  berfungsi untuk melaporkan 

perhitunganhartabukanWajibPajak.Jadi,datayang terdapatdalam Surat 

Pemberitahuan  bisa dijadikan  parameterkepatuhan Wajib Pajak. 

6. TahunPembinaanWajib Pajak 

Tahun Pembinaan Wajib Pajak  adalah program yang 

dicanangkanDirektorat  Jenderal  Pajak  yang  bertujuan  untuk membina  

Wajib Pajak agar patuh dalam memenuhikewajibanperpajakannya.Programini 

memberikesempatankepadamasyarakat 

untukmemulaikewajibanperpajakannyadenganbenar melalui pembetulan SPT 

Tahunan Pajak Penghasilan dan  Surat PemberitahuanSPT 

Masa.PenghapusanSanksiAdministrasi merupakanbagiandari 

programpengampunanpajakyangditerapkan dalam  perpajakan Indonesia. 

Kebijakan Tahun  Pembinaan Wajib Pajak diatur dalam Peraturan   

MenteriKeuangan Nomor91/PMK.03/2015tentangPenguranganatau 

PenghapusanSanksi Administrasiatas 



KeterlambatanPenyampaianSuratPemberitahuan, Pembetulan 

SuratPemberitahuandanKeterlambatan Pembayaran atauPenyetoranPajak. 

7. Tax Compliance (KepatuhanWajib Pajak) 

BerdasarkanPeraturan MenteriKeuanganNomor192/PMK.03/2007Pasal 

1tentangTataCaraPenetapanWajibPajak dengan  Kriteria Tertentu, 

WajibPajakdimasukkan dalam  kategori 

WajibPajakpatuhapabilamemenuhikriteriasebagaiberikut: 

a. TepatwaktudalammenyampaikanSuratPemberitahuan; 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin 

mengangsurataumenundapembayaranpajak; 

c. LaporanKeuangandiauditolehAkuntanPublikatau lembaga pengawasan  

keuangan pemerintah  dengan  pendapatWajar 

TanpaPengecualianselama3(tiga)tahunberturut-turut;dan 

d. Tidak pernah dipidanakarena melakukan tindak pidana di 

bidangperpajakan. 

DalamKeputusanMenteriKeuanganNomor 544/KMK.04/2000 

menyatakanbahwa kepatuhanperpajakanmerupakantindakanyang dilakukan 

Wajib Pajak  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan   telah  sesuai  

berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangandan 

peraturanpelaksanaanperpajakanyang berlakudalam suatunegara. 

Dengan diberlakukannya sistempemungutanpajakdi Indonesiayaitu self 

assessmentsystem, dimanasegalapemenuhankewajibanperpajakan 

dilakukansepenuhnyaoleh WajibPajak, fiskushanyamelakukan 

pengawasanmelalui prosedurpemeriksaan.Kondisiperpajakan ini 

menuntutkeikutsertaanaktifWajibPajak 

dalammenyelenggarakanperpajakannyayang membutuhkan   kepatuhan Wajib 

Pajak yang tinggi.  



Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan 

secarasukarelaatauvoluntaryof compliancemerupakantulangpunggungself 

assessment system. Dalam hal ini Wajib  Pajakbertanggung jawab menetapkan  

sendiri   kewajiban  perpajakan  dan kemudian  secara 

akuratdantepatwaktumembayardanmelaporkanpajaknyatersebut. 
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III.  METODE PENELITIAN 

1. DesainPenelitian 

Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 

penelitiandeskriptif kualitatif. Penelitian  deskriptifk u a l i t a t i f tersebut 

digunakanuntukmenggambarkan dan menjelaskan 

bagaimanakepatuhanWajibPajakBadantahun2014 sebelum diterapkannya 

reinventing policydan bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Badan tahun 2015 

setelah diterapkannya reinventingpolicydiKantorPelayananPajakPratama 

Padang. 

Subjek dalam penelitian  ini adalah Wajib Pajak Badan.  Variabel  yang 

diteliti adalah Tax Compliance (Kepatuhan)WajibPajak dan Implementasi 

Reinventing Policy.  

2.   VariabeldanPengukuran 

Variabelyang digunakandalampenelitianini dibagimenjadidua, 

variabelkepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  di  Kantor PelayananPajakPratama 

Padang dan  variabel implementasireinventing  policydi  

KantorPelayananPajakPratamaPadang. 

 

3 Populasi,Sampel, danSampling 

Dalam penelitian ini  digunakan metode sampling jenuh, artinya seluruh  

anggota  populasi  digunakan  sebagai  sampel  dan   sampling dilakukanatas 

Penerimaan Kas 

Negara 

Meningkatkan 



keseluruhananggotapopulasitersebut.Populasidalam penelitian  ini adalah 

Wajib Pajak Badan   yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak  Pratama 

Padang Satu. Sampel dalam penelitian ini  dipilih dengan menggunakan 

Convience sampling. 

4. DatadanPengumpulanData 

Jenisdatayangdigunakandalampenelitianini adalahdataprimer.Tekniknya 

adalah, dengan mendatangi KPP Pratama dalam jam kerja (pukul 10-12.30) 

setiap hari kerja selama 1 bulan. Dan meminta responden mengisi kuesioner 

yang sudah disiapkan. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Penyajian data menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.Penyajian data diarahkan agar data hasil pengumpulan kuesioner  

terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah 

dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, 

bagan dan hubungan antar kategori. Penyajian data dalam bentuk tersebut 

mempermudah peneliti dalam memahami apa yan terjadi. Pada langkah ini, 

peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang 

didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah 

penelitian. 

6. Metode Analisis 

 Pertama, statistik deskriptif, yaitu mengevaluasi tingkat capaian jawaban 

responden yang mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan 

implementasi Reinventing Policy. Kedua, analisis regresi linear untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Reinventing Policy terhadap 

variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan. 

 



 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

Hasil Penelitian Statistik Deskriptif 

 

Tabel 4.1 

Implementasi Reinventing Policy 

 

No. Pernyataan SS S N TS STS Total Tingkat 

Capaian 

Responden 

(TCR) 

1. Saya mengetahui bahwa 

Reinventing Policy 

merupakan suatu kebijakan 

pengurangan atau 

penghapusan sanksi 

administrasi perpajakan 

karena kekhilafan Wajib 

Pajak 

2 

4% 

 

30 

60% 

 

18 

36% 

- - 50 

100% 

3,68 

74% 

2. Saya merasakan dampak  

Reinventing Policyatas 

keterlambatan penyampaian 

SPT 

7 

14% 

25 

50% 

 

18 

36% 

 

- - 50 

100% 

3,78 

76% 

 

3. Saya merasakan dampak  

Reinventing Policy atas 

pembetulan SPT 

3 

6% 

 

23 

46% 

 

22 

44% 

 

2 

4% 

 

- 50 

100% 

3,54 

71% 

4. Saya merasakan dampak 

pengampunan sanksi 

administrasi perpajakan  

4 

8% 

 

25 

50% 

 

21 

42% 

 

- - 50 

100% 

3,66 

73% 

 

5. Saya merasakan dampak  

Reinventing Policy atas 

keterlambatan penyetoran 

10 

20% 

 

27 

54% 

 

10 

20% 

 

3 

6% 

 

- 50 

100% 

3,88 

78% 



atau pembayaran pajak 

terutang 

6. Saya merasakan dampak 

Reinventing Policyatas 

keterlambatan penyetoran 

atau pembayaran kekurangan 

pembayaran pajak terutang 

11 

22% 

 

25 

50% 

 

14 

28% 

 

- - 50 

100% 

3,94 

79% 

7. Menurut saya Reinventing 

Policy dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak 

14 

28% 

 

25 

50% 

 

8 

16% 

 

3 

6% 

 

- 

 

50 

100% 

4,00 

80% 

 

Rata-Rata TCR 3,78 

76% 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa hasil penelitian deskriptif mengenai 

implementasi Reinventing Policy diperoleh skor rata-rata TCR 76%. Artinya tingkat 

pengetahuan responden mengenai implementasi Reinventing Policy tinggi dimana 

skor tertinggi 5. Sebagian besar responden memberikan pendapat bahwa Reinventing 

Policydapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terlihat dengan skor TCR 80%.  

Tabel 4.2 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

 

 

No. Pernyataan SS S N TS STS Total Tingkat 

Capaian 

Responden 

(TCR) 

1. Saya memahami ketentuan 

perpajakan 

4 

8% 

 

28 

56% 

 

18 

36% 

 

- - 50 

100% 

3,72 

75% 

2. Saya tidak pernah mendapat 

sanksi atau denda pajak 

karena kelalaian saya 

- 32 

64% 

 

14 

28% 

 

4 

8 

 

- 50 

100% 

3,56 

71% 

 



3. Saya menghitung dengan 

benar dalam mengisi SSP dan 

fiskus telah menghitung pajak 

secara pasti 

4 

8% 

 

25 

50% 

 

18 

36% 

 

3 

6% 

 

- 50 

100% 

3,60 

72% 

4. Saya menyampaikan SPT 

tepat waktu 

9 

18% 

 

19 

38% 

 

21 

42% 

 

1 

2% 

- 50 

100% 

3,72 

75% 

 

5. Saya membayar pajak tepat 

waktu 

10 

20% 

 

21 

42% 

 

18 

36% 

 

1 

2% 

 

- 50 

100% 

3,80 

76% 

 

 

6. Saya bersedia memenuhi 

kewajiban atas tunggakan 

pajak selama ini, jika ada 

14 

28% 

 

31 

62% 

 

5 

10% 

 

- - 50 

100% 

4,18 

84% 

 

7. Saya akan membantu 

kelancaran proses 

pemeriksaan pajak bila 

diperiksa oleh petugas pajak 

17 

34% 

 

31 

62% 

 

2 

4% 

 

- - 

 

50 

100% 

4,30 

86% 

 

8. Saya tidak pernah dipidana 

karena melakukan tindak 

pidana di bidang perpajakan 

30 

60% 

 

20 

40% 

 

- - - 50 

100% 

4,60 

92% 

 

Rata-Rata TCR 3,94 

79% 

 

Berdasarkan tabel 4.2terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan tinggi 

dengan rata-rata TCR 79%. Hasil penelitian deskriptif ini juga menjelaskan mengenai 

tingkat kepatuhan wajib pajak sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan 92% respoden 

menjawab bahwa mereka tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana 

dibidang perpajakan. .  

 

 

a. Hasil Analisis Regresi Linear 



1. Koefisien Determinasi R Square 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .323a .104 .086 3.06189 

a. Predictors: (Constant), Reinventing Policy 

b.  

 Hasil perhitungan Koefisien Determinasi menunjukkan sejauh mana 

keseluruhan variabel independen, yaitu Reinventing Policy dalam menjelaskan 

variabel dependen, yaitu Kepatuhan WP Badan.  Nilai koefisien determinasi (R 

Square) sebesar 0.104/ 10,4% yang masih jauh dari 1 menunjukkan bahwa 

kemampuan Reinventing Policy dalam menjelaskan kepatuhan WP Badan adalah 

terbatas. Sementara sisanya sebesar 0,896/ 89,6% diterangkan oleh faktor-faktor lain 

di luar model regresi yang dianalisis. 

 

2. Uji  F Simultan 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 52.472 1 52.472 5.597 .022a 

Residual 450.008 48 9.375   

Total 502.480 49    

a. Predictors: (Constant), Reinventing Policy    

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP Badan 

 

  

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.  Tabel 4.23 di 

atas menunjukkan hasil uji F antara  variabel independen dengan variabel 

dependen, yaitu memperlihatkan nilai Sig. sebesar 0,022. Artinya nilai 

signifikansinya lebih kecil dari alpha 0,05 (0,022< 0,05), sehingga dapat 



disimpulkan bahwa Reinventing Policy berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap Kepatuhan WP Badan pada KPP Pratama Kota Padang. 

 

3. Uji T Parsial 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.992 4.454  4.713 .000 

Reinventing Policy .396 .167 .323 2.366 .022 

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP Badan 

 

   

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dalam persamaan regresi secara parsial dengan mengasumsikan variabel 

lain dianggap konstan.Hasil uji parsial (t) variabel Reinventing Policy memiliki nilai 

signifikansi 0,022 <0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Reinventing Policy 

berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP Badan. 

 

1. Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan  

 

Hasil penelitian statistik deskriptif menunjukkan variabel Reinventing Policy 

memiliki tingkat capaian jawaban responden sebesar 3,78 yang artinya 

implementasi Reinventing Policy sudah cukup baik. Hal ini diikuti oleh tingkat 

kepatuhan wajib pajak badan yang juga cukup baik yang ditunjukkan oleh tingkat 

capaian jawaban responden sebesar 3,94. Hasil analisis regresi linear menunjukkan 



Reinventing Policy berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan 

dengan signifikansi 0,022<0,05. 

b. Saran 

Penelitian selanjutnya dapat memperluas variabel penelitian diluar penelitian 

ini agar mendapat analisis yang lebih tajam lagi mengenai kepatuhan wajib pajak 

badan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 

 

No. Uraian Kegiatan 
Bulan  

1 

Bulan  

2 

Bulan  

3 

Bulan  

4 

Bulan  

5 

Bulan  

6 

Bulan 

7 

1. Studi Pendahuluan        

2  Desain Penelitian        

 3 Penetapan sampel        

 4 Pengumpulan data 

melalui 

Pengumpulan 

data sekunder 

dan survey  

       

 5 Input Data        



 6 Pengolahan Data        

 7 Analaisis Data 

Deskriptif dan 

Kuantitatif  

       

 8 Hasil Akhir dan 

Justifikasi 

       

9 Laporan Penelitian        

10 Seminar Nasional dan 

Publikasi 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.2 

Anggaran Biaya 

 

No Keterangan 

 

Jumlah 

1 Persiapan Penyusunan Proposal  

 - Pengumpulan data awal Rp. 2.500.000 

 - Penyusunan proposal Rp. 4.500.000 

   

2. Perbaikan Proposal  Rp  3.000.000 

3. Pengumpulan data ( 

3 Orang @ 2.000.000 

 

Rp. 6.000.000 



4 Pengolahan Data Rp. 2.000.000 

5 Penyusunan Laporan Rp. 3.000.000 

6 Seminar dan laporan Rp  3.000.000 

7 Penggandaan proposal dan laporan Rp. 2.000.000 

8. Seminar Nasional (Registrasi, transport dan 

akomodasi) 

Rp. 16.000.000 

8 Penerbitan Jurnal terakreditasi Rp. 3.000.000 

 Total Rp. 45.000.000. 
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Review Riset Terdahulu, Kerangka Teoritis, dan Pengembangan Hipotesis. 

a. Review RisetTerdahulu 

 
NO. LITERATUR VARIABEL HASIL 

PENELITIAN 

KAITAN DENGAN PENELITIAN YANG 

AKAN DILAKUKAN 

 JUDUL TAHUN NAMA   PERSAMAAN PERBEDAAN 

1. Pengaruh 

ProgramTahun 

Pembinaan 

WajibPajak 

Terhadap 

Kepatuhan 

WajibPajak 

OrangPribadi 

dengan 

Kesadaran 

Membayar 

PajakSebagai 

Variabel 

Intervening 

(StudiKasus 

padaKantor 

PelayananPajak 

PratamaBatu). 

2016 Ayyus, 

Syaida,danWi

wik Hidajah 

Ekowati,SE., 

M.Si.,Ak., 

CA. 

Persepsi 
Program 
Tahun 

Pembinaan 

WajibPajak 

(TPWP) 

Pengetahuan 
Program 

TPWP 

Pelayanan 
Program 
TPWP. 

Kesadaran 
Membayar 
Pajak. 

Kepatuhan 
Wajib Pajak 
OrangPribadi. 

Hasilanalisislinear 

berganda,yaitu: 

PersepsiWajib 
PajakOrangPribadi 

Tentangprogram 

TahunPembinaan 

WajibPajak 

(TPWP) 

berpengaruhpositif 

terhadapkesadaran 

membayarpajak. 

PengetahuanWajib 
PajakOrangPribadi 
tentangprogram 
TPWPberpengaruh 

positifterhadap 

kepatuhanWajib 

PajakOrangPribadi. 

Pelayananprogram 
TPWPberpengaruh 

positifterhadap 

kesadaran 

membayarpajak. 

Kesadaran 

membayarpajak 
berpengaruhpositif 

Temanyaterkait 
bidangperpajakan, 
khususnya 
Reinventingpolicydan 

kepatuhanWajib 

Pajak.Reinventing 

policy merupakan 

kebijakanprogram 

TahunPembinaan 

WajibPajak. 

Permasalahanyang 
diangkatsama,yaitu 
Apasajakahfaktor- 

faktoryang 

mempengaruhi 

penerapanreinventing 

policy dankepatuhan 

WajibPajak. 

Tujuanpenelitian 

untukmengetahui 

pengaruhketerkaitan 
Variabeltersebut. 

Carapengambilan 

datanyasama,yaitu 
darikantorpelayanan 

pajakpratamaterkait. 

Jurnalinimenjelaskan 

pengaruhprogram 

TahunPembinaan 

WajibPajakterhadap 

kepatuhanWajib 

PajakOrangPribadi 

Dengankesadaran 

membayarpajak, 

sedangkanpenelitian 

yangakandilakukan 

menjelaskan 

penerapanreinventing 

policyterhadap 

kepatuhanWajib 

PajakBadan. 
Jurnalinilebih 
Menjelaskansecara 

mendetailapasaja 

faktor-faktoryang 

mempengaruhi 

programTahun 

PembinaanWajib 

Pajaktersebut, 

sedangkanpenelitian 

yangakandilakukan 

membandingkan 



 
 

NO. LITERATUR VARIABEL HASIL 

PENELITIAN 

KAITAN DENGANPENELITIANYANG 

AKANDILAKUKAN 

 JUDUL TAHUN NAMA   PERSAMAAN PERBEDAAN 

     Terhadapkepatuhan 

WajibPajak Orang 

Pribadi. 

Populasiyangdipilih 

adalahseluruhWajib 
PajakOrangPribadi 

Yangterdaftardi 

kantorpelayanan 

pajakpratamaterkait. 

KepatuhanWajib 

Pajaktahun2014 

sebelum 

diterapkannya 

reinventingpolicy 

dengankepatuhan 

WajibPajaktahun 

2015setelah 

diterapkannya 

reinventingpolicy. 

Jurnalini 

menggunakanhasiluji 

analisislinear 

berganda,sedangkan 

penelitianini 

menggunakanhasiluji 

bedaberpasangan 

(pariedsamplet-test). 

2. Pengaruh 

Pengetahuan 

Perpajakan, 

Kualitas 

Pelayanan 

Pajak,dan 

SanksiPajak 

2015 BayuCaroko, 

HeruSusilo, 

danZahroh 

Z.A. 

Pengetahuan 
Perpajakan. 

Kualitas 
Pelayanan 

Pajak. 

SanksiPajak. 

Motivasi 

Hasilanalisisstatistik 
deskriptif,yaitu: 

WajibPajakOrang 
Pribadimengetahui 

Caramenghitung 

pajakterutangnya 

danWajibPajak 

OrangPribadisetuju 

Temanyaterkait 

bidangperpajakan. 

Tujuanpenelitian 
untukmengetahui 
Pengaruhketerkaitan 

variabeltersebut. 

Carapengambilan 
datanyasama,yaitu 

Jurnalinimenjelaskan 
pengaruhpengetahuan 
perpajakan,kualitas 

pelayananpajak,dan 

sanksipajakterhadap 

motivasiWajibPajak 

OrangPribadidalam 

membayarpajak, 



 

 

NO. LITERATUR VARIABEL HASIL 

PENELITIAN 

KAITAN DENGANPENELITIANYANG 

AKANDILAKUKAN 

 JUDUL TAHUN NAMA   PERSAMAAN PERBEDAAN 

 Terhadap 

MotivasiWajib 

PajakOrang 

Pribadidalam 

Membayar 

Pajak. 

  WajibPajak 

OrangPribadi 

dalam 

Membayar 

Pajak. 

Jikamengerticara 

menghitungsendiri 

pajaknyaakan 

memberikan 

motivasidalam 

membayarpajak. 

WajibPajakOrang 
Pribadisetujujika 

Kualitaspelayanan 

yangdiberikan 

KantorPelayanan 

PajakPratama 

Singosarisudahbaik 

dalamhalini 

Kualitasinteraksi 

sehinggadapat 

memberikan 

MotivasipadaWajib 

PajakOrangPribadi 

dalammembayar 

pajak. 

WajibPajakOrang 

Pribadisetujujikasa

nksidiberikankepad

aorangyang 
sengajamelakukan 

Darikantorpelayanan 

pajakpratamaterkait. 

Populasiyangdipilih 

adalahseluruhWajib 
PajakOrangPribadi 

Yangterdaftardi 

kantorpelayanan 

pajakpratamaterkait. 

Sedangkanpenelitian 

yangakandilakukan 

menjelaskan 

penerapanreinventing 

policy terhadap 

kepatuhanWajib 

PajakBadan. 

Penelitianyangakan 

dilakukan 

membandingkan 

kepatuhanWajib 

PajakOrangPribadi 

tahun2014sebelum 

diterapkannya 

reinventingpolicy 

dengankepatuhan 

Wajib PajakBadan 

tahun2015setelah 

diterapkannya 

reinventingpolicy. 

Jurnalini 

Menggunakanhasiluji 

analisisstatistik 

deskriptif,sedangkan 

penelitianini 

menggunakanhasiluji 



 

 

NO. LITERATUR VARIABEL HASIL 

PENELITIAN 

KAITAN DENGANPENELITIANYANG 

AKANDILAKUKAN 

 JUDUL TAHUN NAMA   PERSAMAAN PERBEDAAN 

     Penghindaranpajak. 

Motivasiyang 

dimilikiWajibPajak 
OrangPribadisudah 

Sangatbaikdan 

WajibPajakOrang 

Pribadisetujujika 

pemberian 

penghargaankepada 

WajibPajakpatuh 

akanmeningkatkan 

motivasiWajib 

PajakOrangPribadi 

dalammembayar 

pajak. 

 Bedaberpasangan 
(pariedsamplet-test). 

3. Pengaruh 

Penghindaran 

Pajakdan 

Sanksi 

Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan 

WajibPajak 

(Studipada 

2016 Shinung 

Sakti 

Hantoyo, 

Kertahadi, 

DanSitiRagil 

Handayani 

Penghindaran 
Pajak. 

Sanksi 

Perpajakan. 

Kepatuhan 

WajibPajak. 

Hasilanalisislinear 
Berganda(pengaruh 

simultan),yaitu 

penghindaranpajak 

dansanksiperpajakan 

berpengaruhsecara 

signifikanterhadap 

kepatuhanWajib 

PajakdiKantor 

PelayananPajak 

PratamaTegal. 

Temanyaterkait 
bidangperpajakan, 
khususnyakepatuhan 
WajibPajak. 

Tujuanpenelitian 

untukmengetahui 
Pengaruhketerkaitan 

Variabeltersebut. 

Carapengambilan 
datanyasama,yaitu 

Jurnalinimenjelaskan 
pengaruh 

penghindaranpajak 

dansanksiperpajakan 

terhadapkepatuhan 

WajibPajak, 

sedangkanpenelitian 

yangakandilakukan 

menjelaskan 

penerapanreinventing 

policy terhadap 



 

 

NO. LITERATUR VARIABEL HASIL 

PENELITIAN 

KAITAN DENGANPENELITIANYANG 

AKANDILAKUKAN 

 JUDUL TAHUN NAMA   PERSAMAAN PERBEDAAN 

 WajibPajakdi 

Kantor 

PelayananPajak 

PratamaTegal). 

    
Sedangkan,hasil 

analisislinear 

berganda(pengaruh 

parsial),yaitu: 

Penghindaranpajak 
berpengaruhtidak 
Signifikanterhadap 

kepatuhanWajib 

Pajak. 

Sanksiperpajakan 

berpengaruh 
Signifikanterhadap 

KepatuhanWajib 

Pajak. 

Sanksiperpajakan 

memilikipengaruh 
Yangpaling 

Dominanterhadap 

variabelkepatuhan 

WajibPajak. 

Darikantorpelayanan 

pajakpratamaterkait. 

kepatuhanWajib 

PajakBadan.Jurnal 

Inimenggunakanhasil 

ujianalisislinear 

berganda,sedangkan 

penelitianini 

menggunakanhasiluji 

bedaberpasangan 

(pariedsamplet-test). 

4. Pengaruh 

Tingkat 

Kepatuhan 

WajibPajak 

2013 RahmaYeni Tingkat 
Kepatuhan 

WajibPajak 

Badan. 

Hasilujimodel 

Moderatedregression 

analysis(MRA),yaitu 

Terdapatpengaruh 

Temanyaterkait 

bidangperpajakan, 
Khususnyakepatuhan 
WajibPajak. 

Jurnalinimenjelaskan 

Pengaruhtingkat 

kepatuhanWajib 

PajakBadanterhadap 

peningkatan 



 

 

NO. LITERATUR VARIABEL HASIL 

PENELITIAN 

KAITAN DENGANPENELITIANYANG 

AKANDILAKUKAN 

 JUDUL TAHUN NAMA   PERSAMAAN PERBEDAAN 

 BadanTerhadap 

Peningkatan 

Penerimaan 

Pajakyang 

Dimoderasioleh 

Pemeriksaan 

PajakpadaKPP 

PratamaPadang. 

  Peningkatan 
Penerimaan 
Pajak. 

Pemeriksaan 

Pajak. 

Yangsignifikan 

antaratingkat 

kepatuhanWajib 

PajakBadan 

terhadap 

peningkatan 

penerimaanpajak 

padaKPPPratama 

Padang. 

Hubungantingkat 

kepatuhan 

WajibPajakBadan

dan peningkatan 

penerimaanpajak 

tidakdimoderasi  

pajak. 

Tujuanpenelitian 

untukmengetahui 
Pengaruhketerkaitan 

Variabeltersebut. 

Carapengambilan 

datanyasama,yaitu 

darikantorpelayanan 

pajakpratamaterkait. 

penerimaanpajak yang 

dimoderasioleh 

pemeriksaanpajak, 

sedangkanpenelitian 

yangakandilakukan 

menjelaskan 

penerapanreinventing 

policy terhadap 

kepatuhanWajib 

PajakOrangPribadi. 

Jurnalini 

menggunakanhasiluji 

modelmoderated 

regressionanalysis 

(MRA),sedangkan 

penelitianini 

menggunakanhasiluji 

bedaberpasangan 

(pariedsamplet-test). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Koefisien Determinasi R Square 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .323
a
 .104 .086 3.06189 

c. Predictors: (Constant), Reinventing Policy 

d.  

 

5. Uji  F Simultan 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 52.472 1 52.472 5.597 .022
a
 

Residual 450.008 48 9.375   

Total 502.480 49    

a. Predictors: (Constant), Reinventing Policy    

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP Badan 

 

  

 

6. Uji T Parsial 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.992 4.454  4.713 .000 

Reinventing Policy .396 .167 .323 2.366 .022 

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP Badan    

 



 

 


